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BAB VI
PENUTUP
6.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap potensi penerimaan
retribusi pasar terhadap total retribusi daerah Kabupaten Timor Tengah Utara

(TTU) tahun 2017-2020, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Potensi penerimaan retribusi pasar lama Kefamenanu selama setahun
adalah Rp. 3.402.000.000 dan Potensi penerimaan retribusi pasar baru
Kefamenanu selama setahun adalah Rp. 8.685.000.000.

2. Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Total Retribusi Daerah Kabupaten TTU
tahun 2017 kurang berkontribusi

3. Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Total Retribusi Daerah Kabupaten TTU
tahun 2018 kurang berkontribusi

4. Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Total Retribusi Daerah Kabupaten TTU
tahun 2019 kurang berkontribusi

5. Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Total Retribusi Daerah Kabupaten TTU
tahun 2020 kurang berkontribusi

6. Efektivitas Retribusi Pasar Kabupaten TTU tahun 2017 sangat efektif

7. Efektivitas Retribusi Pasar Kabupaten TTU tahun 2018 sangat efektif

8. Efektivitas Retribusi Pasar Kabupaten TTU tahun 2019 sangat efektif

9. Efektivitas Retribusi Pasar Kabupaten TTU tahun 2020 cukup efektif

10. Efisiensi Retribusi Pasar Kabupaten TTU tahun 2017 tidak efisien

11. Efisiensi Retribusi Pasar Kabupaten TTU tahun 2018 tidak efisien

12. Efisiensi Retribusi Pasar Kabupaten TTU tahun 2019 cukup efisien
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13. Efisiensi Retribusi Pasar Kabupaten TTU tahun 2020 sangat efisien

6.2 Saran
Adapun berdasarkan hasil analisis serta kesimpulan yang didapatkan, saran

yang diberikan yaitu:

1. Pemerintah daerah dalam hal ini instansi yang mengurus retribusi daerah
(retribusi pasar) yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag)
Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) disarankan untuk:

a. Merealisasikan rencana penerapan e-retribusi serta pengadaan dan
perbaikan sarana dan prasarana pasar.

b. Meminimalisir biaya yang dikeluarkan untuk pungut retribusi pasar agar
tidak melebihi penerimaannya.

c. Mengoptimalkan pengelolaan fasilitas pasar agar tidak terjadi
penurunan tarif retribusi.

d. Mengoptimalkan kinerja bidang perdagangan agar tidak terjadi
keterlambatan pungutan akibat adanya proses pembaharuan SK.

e. Meningkatkan sistem pemungutan retribusi sehingga lebih efisien
khususnya untuk 22 pasar Kabupaten TTU.

2. Bagi peneliti sejenis di harapkan dapat membahas secara umum gambaran
tentang potensi retribusi pasar, kontribusi retribusi pasar, efektivitas dan
efisiensi retribusi pasar terhadap total retribusi daerah.

3. Bagi penelitian selanjutnya untuk menambah rentang waktu penelitian menjadi

lebih panjang.
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